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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BREBES

NOMOR: O45 I o,o,6 TNIUN 2o.26

TENTANG PENUNJUI(AN
PBIABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPIDI PEMBANTU

PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAIT KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BREBES,

Menimbang Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes
Nomor O24 Tahun 20ll tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Brebes dengan keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.

Mengingat 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor aBaQ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor LI2, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5o71);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Republik Indonesia Nomor a7371;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6t Tahun 2OLO tentang

Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8

tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O1O tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Komisi Informasi Provinsi (Berita daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2OLO Nomor 68);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah
Kabupaten BrebesTahun 2008 Nomor 8 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
Perangkat daerah Kabupaten Brebes;

15. Keputusan Bupati Brebes Nomor O5O /064 Tahun 2OIl
tentang Penetapan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSI(AN

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Brebes sebagaimana tercantum dalam tugas dan Lampiran I
Keputusan ini.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran I dan II Keputusan ini.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Brebes.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada

BANGSA DAN POLITIK
BREBES

AP, M.Si.
Tk. 1

: Brebes
: 1l Februari 2026

KEPALA

30 199403 1 003



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN. BREBES
NOMOR : O45l oob TAHUN 2A26
TANGGAL 

' 1I Februari 2026

PF^'ABAT PENGELOLA INFORMASI DAT{ DOKIIMENTASI (PPIDI PEMBAI{TU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I(ABUPATEN BREBES
TAIIUN 20.26

KEPALA BANGSA DAN POLITIK

AP, M.Si.
Tk. 1

Kedudukan
dalam
PPID

Nama Kedudukan dalam dinas

Penanggung Jawab
(Atasan dari
Atasan PPID)

Cecep Aji Suganda, AP, M.Si Kepala Badan

Atasan PPID Moch. Reza Prisman, S.SiT, M.Sc. Sekretaris Badan

Ketua Elly Rochmawati, SE
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Sekretaris Pipit Meliyani, SE.
Arsiparis Ahli
Pertama

Bidang
Pelayanan dan
Dokumentasi
Informasi

Abdul Haris, SE. Plt. Kabid Iwasbang
Fetiana Dwiningrum, SIP, M.Si. Kabid Poldagri dan Ormas
Agus Riyanto, ST, M.Si. Kabid Wasnas
Bagus Setyadi Bayu
Pradana, S.STP.

Kasubbag Program dan
Keuangan

Bidang
Pengelola Data
dan Klasifikasi
Informasi

Supardi, S.Kom. Pranata Komputer

Erlyan Abi, S.I.Kom. Penata Layanan Operasional

Fadillah Arfandi, SE. Penata Layanan Operasional

Dilly Irfani, S.Ge Penata Layanan Operasional

Bidang
Penyelesaian
Sengketa dan
Informasi

Priandy Muda P, SE Penelaah Teknis Kebijakan

Cikwan, SIP. Penelaah Teknis Kebijakan
Sofyan Affendi, SH,MH. Analis Kebijakan Ahli Muda
Edy Sarwono, SE. Penelaah Teknis Kebijakan

30 199403 1 003



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN. BREBES
NOMOR : O45 / 006 TAHUN 2026
TANGGAL : 11 Februari2O26

TUGAS PE.'ABAT PENGEI,OLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BN)ANKESATUAN BANGSA DAI{ POLITIK

KABUPATEN BREBES

T\rgas Atasan PPID:
1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan atau memberikan pelayanan

informasi kepada publik;
3. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait managemen pengelolaan dan pelayanan

informasi publik melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa
informasi publik;

4. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan;
5. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi, penyelesaian sengketa

informasi yang dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Tugas dan Fungsi Ketua dan Wakil Ketua PPID Pembantu:
1. Tugas Ketua PPID Pembantu yaitu mengelola dan melayani informasi publik

serta dokumentasi di Satuan Kerjanya;
2. Fungsi Ketua PPID Pembantu yaitu :

a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Satuan Kerjanya;
b. Pengolahar, penataan dan penyimpanan data darrrl atau informasi publik yang

diperoleh di Satuan Kerjanya;
c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam

kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan
oleh pejabat yang yang berwenang;

d. Pengujian aksesilitas atau suatu informasi publik;
e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi

publik serta dokumentasi.

T\rgas dan fungsi Sekretaris PPID Pembantu:
1. Tugas Sekretaris yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,

mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian
informasi, dan pelayanan informasi.

2. Fungsi Sekretaris PPID Pembantu:
a. Pelaksanaan koordinasi pen5rusunan program pengelolaan informasi dan

dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang Ketua PPID, Bidang Pelayanan
dan Dokumentasi informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi informasi,
Bidang penyelesaian Sengketa Informasi;

b. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi
dan dokumentasi;

c. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
d. Pelaksaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik

melalui media cetak dan online;
e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangkap pemberian pelayanan informasi dan

dokumentasi;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi

dan dokumentasi.



Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi:
1. Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan,

mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi
kepada publik.

2. Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu:
a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
c. Pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi publik;
d. Pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi;
e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasilikasi Informasi:
1. T\rgas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan

memberipelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu:

a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi
informasi;

b. Pelayanan konsultasi klasifikasi informasi publik;
c. Investarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
d. Pen5rusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangkap

memenuhi permohonan informasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
1. Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi melaksanakan advokasi

penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu:

a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
b. Pelaksanan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian Sengketa Informasi;
c. Pelaksanaan ver:ifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau

sengketainformasi (administrasi, pelayanan, keuangan dan kerjasama);
d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

AN BANGSA DAN POLITIK

AP, M.Si.
E bina Tk. 1

NrP. 19730630 t99403 1 003
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